
BUPATI BELITUNG TIlltUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2O1O

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN LUAR BIASA NEGERI

Menimbang : a.

Mengingat

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus di Kabupaten Belitung Timur, telah didirikan
Sekolah Dasar Pendidikan Luar Biasa Negeri di Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur;

bahwa untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Pendidikan Luar
Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,
perlu diberikan izin operasional yang diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 21-7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nlomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3B9);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437),



sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32
Tahun 2ao4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4B4 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun zoa4 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoa4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor rz
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan pra
sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.mor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a11);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34rz)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Propinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun zooT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)i

12. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : o6o/u/2o02 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008
tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nornor 93),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008
Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2o1o
Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TZIN OPERASIONAL SEKOLAH
DASAR PENDIDIKAN LUAR BIASA NEGERI DI KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

Menetapkan ..



pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan
Pendidikan Luar Biasa Negeri di Kabupaten

pasal 2

izin operasional Sekolah Dasar
Belitung Timur.

Izin operasional Sekolah Dasar Pendidikan Luar Biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sekolah Dasar pendidikan Luar Biasa Negeri yang
terletak di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peraksanaannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pasal 4

Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Diundangkan di Manggar
pada tangg at /fOWoOer 2010

ARIS DAERAH

BELITUNG TIMUR,

A. RANI

Ditetapkan di Manggar
nggdffo*tober 2010
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SEKRET

BERITA DAERAH KABUPATEN BEL|TUNG TIMUR TAHUN 2010 NoMoR Le+


